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“Manusia adalah tempatnya salah dan lupa maka hargai setiap proses yang
terjadi”

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”
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ABSTRAK

Penetapan tersangka merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik
terhadap seseorang setelah mendapatkan bukti permulaan yang cukup yakni
terdapat minimal 2 alat bukti yang sah. Melalui perspektif hak asasi manusia, untuk
mencegah potensi akan kesewenangan tindakan hukum pada tahap penyidikan
maka pengadilan negeri memberikan perpanjangan tangan berupa kewenangan
untuk menguji sah atau tidaknya tindakan hukum melalui praperadilan sebagaimana
yang disebutkan pada pasal 1 angka 10 KUHAP. Studi ini bertujuan untuk mengkaji
urgensi perluasan kewenangan hakim praperadilan untuk memerintahkan
penetapan tersangka kepada aparat penegak hukum dengan mengkaji pertimbangan
hukum pada putusan praperadilan nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel serta melalui
landasan filosofis, yuridis dan sosiologis berdasarkan sistem peradilan pidana di
Indonesia. Penelitian dikaji menggunakan metode normatif yang dianalisis melalui
pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan
pertama, pada pertimbangannya hakim telah melampaui kewenangannya karena
putusan tersebut telah memasuki pokok perkara. Kedua, berdasarkan landasan
filosofis, sosiologis dan yuridis memperluas kewenangan hakim praperadilan untuk
memerintahkan penetapan tersangka merupakan tindakan yang kurang tepat. Secara
filosofis praperadilan hanya dapat memeriksa secara formil mengenai tindakan
penyidik saja. Secara sosiologis hukum terkait telah memenuhi apa yang
dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Secara yuridis perintah penetapan tersangka

telah melampaui kewenangan hakim praperadilan.

Kata Kunci: Kewenangan Hakim, Praperadilan, Penetapan Tersangka.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menegaskan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
amandemen ke 4 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Penegasan
lainnya ditemukan pada penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 yang
menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum
(rechtstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat)”. Secara
umum negara hukum dapat diartikan bahwa segala tindakan yang dilakukan
oleh negara baik penguasa, seluruh apraturnya serta warga negara tunduk dan
dibatasi oleh hukum yang berlaku untuk mencegah terjadinya kesewenang-
wenangan.’

Friedrich Julius Stahl menyebutkan setidaknya ada 4 elemen penting pada
konsep negara hukum yaitu adanya perlindungan hak asasi manusia, pembagian
atas kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan yang terkodifikasi dan
adanya peradilan administrasi negara.? Pengakuan serta perlindungan terhadap
hak asasi manusia merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh setiap manusia

sejak ia masih berada di dalam kandungan yang harus dilindungi, dihormati dan

'Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Ctk. Pertama, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 8-9.

2Mokhammad Najih, Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam
Cita Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 5.



tidak dirampas oleh siapapun, karenanya perlindungan akan pelaksanannya
menjadi penting untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.®

Dalam ranah hukum pidana Indonesia, salah satu bentuk perlindungan
terhadap hak asasi manusia tersebut ialah dengan dilahirkannya lembaga
praperadilan melalui Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang
disahkan pada 31 Desember 1981. Sebelumnya, hukum acara pidana di
Indonesia lebih dahulu diatur didalam Herziene Inlandsch Reglement (HIR)
yang merupakan produk hukum pada zaman penjajahan Belanda, namun
pengaturannya hanya berlaku untuk pulau Jawa dan Madura. Kehadiran
KUHAP mengatur proses peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan dan
persidangan serta menjadi sebuah wadah untuk menjamin pelaksanaan proses
hukum yang menempatkan keadilaan dan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi
sebagaimana martabat sebuah bangsa yang merdeka.*

Fungsi undang-undang tentang hukum acara pidana pada hakikatnya untuk
membatasi kekuasaan negara terhadap warganya yang terlibat dalam proses
peradilan pidana, oleh karenanya ketentuan-ketentuan tersebut juga harus
melindungi tersangka dan terdakwa terhadap tindakan aparat penegak hukum
khususnya pada kerangka pelaksanaan upaya paksa. Secara historis lembaga
praperadilan diilhami oleh konsep Habeas Corpus yang merupakan bagian dari

sistem peradilan pidana Inggris yang menjamin hak-hak fundamental tersangka

3Suparman Marzuki, Politik Hukum Hak Asasi Manusia, Erlangga, Jakarta, 2014, hlm. 45-46.

“Mien Rukmini, Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas
Persamaan Keududukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, PT. Alumni,
Bandung, 2003, hlm. 83 -85.



dan terdakwa ketika proses penangkapan dan penahanan.’ Andi Hamzah
melihat kelahiran lembaga praperadilan di Indonesia menjadi solusi dalam
mengatasi pelanggaran hak asasi manusia sebab niat praperadilan adalah
sebagai terjemahan habeas corpus yang merupakan substansi HAM
Internasional yang telah menjadi international customary law.®

Objek praperadilan telah diatur secara terbatas pada Pasal 77 KUHAP yang
berbunyi:
”Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan
ketentuan yang ditur dalam undang-undang ini tentang:

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan

atau penghentian penuntutan;
b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara

pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Seiring berjalannya waktu, kewenangan praperadilan diperluas melalui putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XI1/2014 yang kini juga mencakup sah
atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Perluasan
objek praperadilan pada penetapan tersangka mulanya bersumber pada putusan
praperadilan nomor 38/Pid.Pra/2012/Pn.Jkt.Sel. Hakim tunggal yang
menangani perkara tersebut dipandang sebagai hakim yang progresif bagi

sebagian besar kalangan sebab mengemukakan bahwa penetapan tersangka

SRamsen Marpaung dan Tristam Pascal Moeliono, “Perbandingan Hukum antara Prinsip
Habeas Corpus dalam Sistem Hukum Pidana Inggris dengan Praperadilan dalam Sistem Peradilan
Pidana Indonesia,” Jurnal Hukum, Edisi No.2 Vol.5, Fakultas Hukum Universitas Katolik
Parahyangan, hlm. 231.

SLuhut M.P, Hukum Acara Pidana Surat-surat resmi di Pengadilan Oleh Advokat, Djambatan,
Jakarta, 2008, hlm. 32.



sebagai objek praperadilan, hal ini berarti putusan tersebut telah menciptakan

norma baru diluar hukum yang telah diatur secara terbatas pada KUHAP.

Putusan sebagai mahkota hakim dipahami sebagai representasi seorang
hakim dalam menunjukkan integritas, intelektual dan profesionalismenya.
Sydney Smith menuturkan “nations fall when judges are injust” yang diartikan
sebuah bangsa akan jatuh ketika hakim tidak adil.” Oleh karena itu, masyarakat
umumnya melihat rasa keadilan seorang hakim berdasarkan apa yang
dituangkan dalam putusannya. Hal ini sejalan dengan pendapat prof Satjipto
Rahardjo yang menyatakan bahwa aparat penegak hukum seharusnya tidak
sekedar memahami hukum positif yang berlaku secara kata perkata, namun juga
dituntut untuk mampu memahami serta berorientasi pada rasa keadilan,

kebenaran dan kemanfaatan sosial.®

Hakim sebagai pelaku penegak hukum dituntut untuk dapat menemukan
jawaban dari suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tidak diperkenankan
untuk menolak perkara tersebut dengan alasan tidak jelas atau lengkap undang-
undang yang mengatur peristiwa tersebut.® Tetapi pada praktiknya beberapa
persoalan hukum belum diatur secara jelas atau belum ada pengaturan
hukumnya sebab kehidupan manusia yang sangat luas dan dinamis tidak

0

mungkin dapat dicantumkan dalam satu peraturan saja.’’ Sebagai negara

"Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 8.

8Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif,
Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 3.

®Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

WSudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta, Yogyakarta, 1996, hlm. 48.



hukum yang menempatkan perundang-undangan sebagai tolak ukur utama
dalam sistem hukumnya maka hal ini sejalan dengan asas legalitas dimana
setiap perbuatan yang dilakukan harus berdasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.! Oleh sebab itu, hakim diberikan kewenangan khusus
pada Undang-undang nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman agar dapat
melakukan pencarian, penggalian, mengikuti serta memahami nilai - nilai
hukum dan rasa keadilan yang berada di tengah masyarakat.!? kewenangan ini
dinilai menjadi dasar bagi seorang hakim untuk melakukan penemuan hukum

atau rechtsvinding.*®

Pada tahun 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Effendi Mukhtar
sebagai hakim tunggal praperadilan memerintahkan termohon untuk melakukan
penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap Boediono, Muliaman D
Hadad, Raden Pardede dkk. Beberapa putusan tersebut menuai perhatian
masyarakat luas sebab publik menilai perintah untuk menetapkan status
tersangka berada diluar kompetensi praperadilan sebagaimana yang telah

tertuang secara jelas pada KUHAP.

Selanjutnya berkembangnya perluasan objek praperadilan akibat penemuan
hukum oleh hakim sudah pasti memiliki konsekuensi, namun apakah tepat
perintah penetapan status tersangka oleh hakim melalui lembaga praperadilan?

Sehingga berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk

"Jamaludin Ghafur, Indonesia Darurat Peraturan Sebuah Opini Jamaludin Ghafur, terdapat
dalam https://law.uii.ac.id/blog/2018/01/24/indonesia-darurat-peraturan-sebuah-opini-jamaludin-
ghafur/, Jan. 24, 2018. Diakses tanggal 25 Maret 2022.

12] jhat pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

18Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Op. Cit, hlm. 48.




melakukan penelitian dengan menganalisis putusan praperadilan tersebut
sehingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah dengan judul “Urgensi Perluasan
Kewenangan Hakim Untuk Memberikan Perintah Penetapan Tersangka Melalui

Praperadilan”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat

dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam memerintahkan penetapan tersangka
melalui putusan praperadilan?
2. Apa urgensi perluasan kewenangan hakim untuk memberikan perintah

penetapan tersangka melalui putusan praperadilan?

Tujuan penelitian yang ingin penulis capai ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan yang mempengaruhi hakim dalam
mengambil putusan yang memerintahkan penetapan tersangka melalui
putusan praperadilan.

2. Untuk mengetahui urgensi perluasan kewenangan hakim di masa depan
dalam memberikan perintah penetapan tersangka melalui putusan

praperadilan.

. Orisinalitas

Penelitian tentang “Urgensi Perluasan Kewenangan Hakim Untuk

Memberikan Perintah Penetapan Tersangka Melalui Praperadilan” adalah asli



dan tanpa menduplikasi. Namun penulis menemukan beberapa penelitian

dengan judul yang serupa diantaranya sebagai berikut:

No.

Nama Peneliti, Judul dan Tahun

Perbedaan

Yudhistira Apriyono,

Putusan Praperadilan tentang
menyuruh tetapkan tersangka
sebagai perluasan kewenangan
praperadilan (Putusan Nomor
24 PID/PRA/2018/PN.JKT.SEL),

2019.

Perbedaan terletak pada rumusan
masalah penelitian yang dilakukan
oleh peneliti. Adapun pembahasan
Yudhistira Apriyono terbatas dalam
mencari tahu tentang akibat hukum
yang timbul dari sah atau tidaknya

penetapan tersangka tersebut.

Mubh. Willi Pratama,

Tinjauan Yuridis Praperadilan
atas penetapan tersangka pada
tindak pidana penipuan dan
penggelapan (studi kasus putusan

praperadilan nomor 5/Pid.Pra

/2018/PN.Mks), 2021.

Perbedaan terletak pada rumusan
masalah penelitian serta objek
permohonan praperadilan. Adapun
pembahasan Muh. Willi Pratama
terbatas untuk menentukan apakah
permohonan praperadilan yang
diajukan telah sesuai dengan hukum

yang berlaku.

Surya Pandu Baskara,
Implikasi putusan praperadilan
terhadap  perintah  penetapan

tersangka  (Analisis  putusan

Perbedaan terletak pada rumusan
masalah penelitian dimana
pembahasan Surya Pandu Baskara

terbatas pada apa yang menjadi




praperadilan Nomor: 24/Pid.Pra/

2018/PN.Jkt.Sel), 2019.

alasan pihak ketiga mengajukan
permohonan praperadilan dan apa
implikasi hukum atas putusan
praperadilan ~ dalam  perintah

penetapan tersangka.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Praperadilan

Praperadilan secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu pra dan peradilan.

pra menurut bahasa berarti sebelum, sehingga praperadilan dapat diartikan

sebagai pemeriksaan sebelum perkara pokok berlangsung di pengadilan.*

Dalam praktiknya ruang lingkup praperadilan terbatas pada pasal 77 sampai

dengan pasal 83 KUHAP. Sedangkan secara umum praperadilan dijelaskan

pada Pasal 1 angka 10 KUHAP yang menyebutkan bahwa “praperadilan

merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*°

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas

permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa

tersangka;

“Anang Sophan Tornado, Reformasi Praperadilan di Indonesia, Penerbit Nusa Media,

Bandung, 2019, hlm. 57.

5Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.




b. Sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau
keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak

diajukan ke pengadilan.”

Dalam perkembangannya objek praperadilan diperluas melalui putusan
Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XI1/2014 yang kini juga meliputi sah

atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.®

Kehadiran lembaga praperadilan secara filosofis menjadi penting untuk
memberikan kepastian selama proses penyidikan dan penetapan tersangka
berlangsung agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, selain itu
keberadaannya dapat menjadi sarana bagi tersangka untuk mendapatkan

" Anang Shophan

keadilan atas pembatasan hak kebebasannya.’
menambahkan bahwa permohonan praperadilan yang berkaitan dengan
perkara pokok menjadikan putusan praperadilan bersifat voluntair.*®
Berdasarkan uraian diatas maka dapat kita simpulkan bahwa lembaga
praperadilan tidak berdiri sendiri melainkan bagian dari perluasan
kewenangan dan fungsi pengadilan negeri yang memiliki kewenangan

untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,

penghentian penyidikan, penghentian penuntutan seseorang, penetapan

18 ihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-X11/2014.

"Anang Shophan Tornado, Praperadilan Sarana Perlindungan, Penerbit Nusa Media,
Bandung, 2018, hlm. 17-19.

8 Anang Shophan Tornado, Reformasi Praperadilan Inodonesia, Op.Cit, him. 58



tersangka, penyitaan dan penggeledahan yang pada hakikatnya bertujuan
untuk menciptakan suatu kepastian hukum dalam melindugi hak asasi
tersangka pada proses penyidikan dan penuntutan.
2. Fungsi dan Tujuan
Praperadilan sebagaimana lembaga kontrol wuntuk menjamin
perlindungan hak-hak tersangka selama jalannya hukum acara pidana
memiliki dua jenis pengawasan yaitu;

a. Kontrol vertical, pengawasan yang dilakukan dengan menarik garis
lurus dari atas kebawah,;

b. Kontrol Horizontal, pengawasan yang dilakukan dengan cara melihat
garis sejajar yaitu terhadap antar penyidik, penuntut umum, tersangka,
pihak keluarga tersangka dan pihak ketiga.®
Loby Logman menuturkan adanya lembaga praperadilan dapat

memastikan penyidik untuk melakukan penangkapan dan penahanan

berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sah.?® Sehingga fungsi dan
tujuan utamanya ialah untuk melindungi serta memenuhi hak asasi
tersangka pada tingkat penyidikan demi tegaknya hukum yang berkeadilan.

3. Pihak dalam mengajukan permohonan praperadilan
Hukum acara pidana telah mengatur secara terbatas mengenai siapa saja
yang memiliki kapasitas dalam mengajukan permohonan praperadilan

kepada pengadilan negeri. Kewenangan tersebut disebutkan dengan jelas

197pid, hlm. 45.
27pid.
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pada pasal 79 dan pasal 80 Undang-undang Nomor 8§ tahun 1981 tentang
Kitab undang-undang acara hukum pidana yang meliputi:
a. Tersangka atau keluarganya;
b. Penyidik atau penuntut umum;
c. Pihak ketiga dengan alasan yang disetujui hakim.
4. Pengertian penemuan hukum

Penemuan hukum atau Rechtvinding oleh Van Eikema Hommes dalam
Sudikno Mertokusumo didefinisikan sebagai prosedur pembentukan hukum
oleh hakim beserta aparat penegak hukum lainnya untuk
mengimplementasikan suatu hukum pada peristiwa hukum yang konkrit.?
Prof Sudikno Mertokusumo menambahkan, perihal utama ketika
melakukan penemuan hukum ialah mencari hukum yang sesuai untuk
peristiwa yang konkrit.?? Pada hakikatnya hukum akan selalu berhubungan
dengan manusia karena adanya Conflict of human interest, karenanya
manusia mengharapkan adanya perlindungan dari konflik kepentingan itu
sendiri.?®

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem civi/ law, menuangkan
peraturannya dalam bentuk perundang-undangan, tetapi karena luasnya
kegiatan manusia sudah sewajarnya beberapa peristiwa tidak tercantum
dalam suatu peraturan perundang-undangan, karenanya penemuan hukum

oleh hakim menjadi esensial dalam melahirkan sebuah putusan. Putusan

21Sudikno Mertokusumo, bid.

22Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, him. 49.

ZLukman Santoso dan Yahyanto, Pengantar Ilmu Hukum, Setara Press, Malang, 2016, hlm.
17.
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yang diberikan oleh hakim merupakan jawaban akhir dari pemeriksaan
suatu perkara yang dilakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian,
yakni dengan menemukan fakta-fakta hukum, menemukan peraturan
perundang-undangan yang relevan, serta menetapkan hukum pada perkara
teresebut.?
Natsir Asnawi mengidentifikasi tiga tahapan dalam proses penemuan
hukum yaitu:
1. Konstatasi atau menemukan apa yang menjadi peristiwa atau fakta
hukum pada perkara yang dilimpahkan kepada hakim,;
2. Melakukan serangkaian proses seperti mencari, menelaah dan
menemukan hukumnya yang berkaitan dengan pokok perkara;

3. Menciptakan kaidah baru atau menerapkan kaidah hukum lama terhadap

peristiwa hukum tersebut.?

5. Sebab Penemuan Hukum Oleh Hakim
Gustav Radburch menerangkan adanya tiga elemen penting untuk
mencapai suatu tujuan hukum, tetapi implementasinya berdasarkan sistem
skala prioritas sehingga urutan tersebut dimulai dari keadilan, kemanfaataan
hukum, dan kepastian hukum.?® Ketiga elemen tersebut pada dasarnya dapat
menyelesaikan berbagai konflik kepentingan manusia, sejalan dengan

pendapat Van Apel Doorn yang menuturkan luasnya kegiatan manusia tidak

24Natsir Asnawi, Op.Cit, hlm. 4-5.
SNatsir Asnawi, Op.Cit, hlm. 19.
ZMuhammad Erwin, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, him. 123.
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selalu dapat dikodifikasikan dalam suatu peraturan sehingga sulit untuk
menciptakan suatu rumusan yang melingkupi seluruhnya.?’

Hakim sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia memiliki
kewajiban untuk mengadili seluruh perkara yang dilimpahkan kepadanya
sekalipun peraturan terkait tidak lengkap maupun tidak jelas?® karenanya
seorang hakim harus mengikuti perkembangan yang berada di tengah
masyarakat. Permasalahan yang menjadi latar belakang terciptanya
penemuan hukum ini telah ada sejak abad ke-18 dimana menurut prof
Sudikno Mertokusumo kedua aliran tersebut dikenal sebagai aliran legisme
dan Freirechtslehre.?®

6. Pengertian Penetapan Tersangka

Penetapan tersangka merupakan hasil akhir setelah melalui proses
penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian dan lembaga penegak hukum
lainnya yang secara sah diberi kewenangan oleh undang-undang.
Sedangkan tersangka menurut KUHAP merupakan orang yang akibat
perbuatan atau keadaannya diduga sebagai pelaku tindak pidana
berdasarkan bukti permulaan yang cukup.’® Namun dalam menetapkan
status tersangka haruslah berkaca pada beberapa asas untuk menghindari
terjadinya pelanggaran atas hak asasi manusia, diantaranya asas

“presumption of innocent” hingga adanya putusan pengadilan yang

2"Praptining Sukowati, Sistem Hukum Indonesia: Dalam Konteks, Edisi Pertama, Ctk. Kedua,
Merdeka University Press, Malang, 2008, hlm. 7.

28] ihat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cahaya Atma Pustaka,
Yogyakarta, 2010, hlm. 212.

30Lihat KUHAP Pasal 1 angka 14.
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berkekuatan tetap, asas “equality before the law” sehingga tidak terjadi
diskriminasi.®

Patrialis Akbar berpendapat bahwa penetapan tersangka apabila tidak
melalui proses serta mekanisme yang benar secara yuridis maka dapat
menimbulkan konsekuensi hukum seperti penyalahgunaan kewenangan
hukum pada proses penyidikan hingga pembatasan terhadap ruang gerak
dan kebebasan hak asasi tersangka seperti adanya larangan berpergian dan
terbatasnya akses kunjungan.®? Disisi lain pemberian gelar tersangka juga
akan mendapatkan stigma buruk oleh masyarakat karenanya penetapan
tersangka menjadi suatu hal yang krusial dalam proses menemukan suatu
kebenaran materiil. >3

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PU/XII/2014 menyebutkan
bahwa bukti permulaan yang cukup haruslah didasarkan sedikitnya pada
dua alat bukti yang sah, hal ini juga ditegaskan pada Pasal 66 ayat (1) dan
ayat (2) PERKAP Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian NRI,
bahwa;

a. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik

kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan

31 Ahmad Sofian, Keterangan Ahli Dalam Tingkat Penyidikan Dugaan Tindak Pidana, terdapat

https://business-law.binus.ac.id/2021/03/3 1/keterangan-ahli-dalam-tingkat-penvyidikan-

dugaan-tindak-pidana. Mar. 31, 2021. Diakses tanggal 11 Juni 2022.

32Tajudin, “Urgensi Pemeriksaan Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Sebagai Perluasan Objek
Pra Peradilan Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Hukum, Vol.3, Fakultas
Hukum Universitas Padjajaran, hlm. 7-8.

%Ibid.
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memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2
(dua) jenis alat bukti.

b. Untuk menentukan perolehan bukti permulaan yang cukup yaitu
dengan memperoleh paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar

perkara.3
E. Definisi Operasional

Dalam memberikan batasan pada penelitian ini, penulis akan
menguraikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Praperadilan adalah suatu sistem pada peradilan pidana Indonesia yang
memiliki fungsi sebagai pengawasan terhadap penyidik atau penuntut
umum yang meliputi tindakan penangkapan, penahanan, penghentian
penyidikan, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan serta ganti
rugi atau rehabilitasi yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum
atas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka atau
terdakwa dari tindakan kesewenang-wenangan hukum dan atau tindakan
yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pemeriksaan

penyidikan dan penuntutan.®®

34Lihat Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian
Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
% Anang Shophan Tornado, Reformasi Praperadilan di Indonesia, Loc.Cit.

15



2.

Kewenangan hakim adalah kewenangan yang diberikan oleh negara untuk
menegakkan hukum dengan berpedoman pada Pancasila dan undang-
undang yang berlaku.3®

Penetapan tersangka adalah tahap akhir pada proses penyidikan yang
didahului dengan melakukan pencarian dan pengumpulan minimal dua alat
bukti atau bukti permulaan cukup yang sah untuk menemukan seorang yang

karena perbuatannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.®’

F. Metode Penelitian

1.

2.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diteliti oleh penulis termasuk kedalam rumpun
penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan
kepustakaan atau data sekunder sebagai acuan dalam mencari jawaban atas
permasalahan untuk mencapai tujuan penelitian.®® Menurut Peter Mahmud
Marzuki penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum
doktrinal sebab dalam proses mencari jawaban atas isu hukum yang diteliti,
peneliti akan mencari aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-
doktrin hukum terkait.®
Pendekatan Penelitian

a. Metode Pendekatan

36Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
$"Erdianto Effendi, “Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka”,

terdapat

dalam  https://fh.unri.ac.id/wp-content/uploads/2021/12/Jurnal-Hukum-Vol-3-No.-2-

Desember-2020-ISSN-2598-7933-E-ISSN-2598-7941-Sinta-2.pdf, Diakses terakhir tanggal 18

April 2022.

#Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,
Raja Grafindo Persaja, Jakarta, 2003, hlm. 13.

3%Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35.
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Pada penelitian hukum normatif metode pendekatan perundangan-

undangan dan konseptual.®°

Pendekatan perundang-undangan
digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan isu hukum yang diteliti.*! Sedangkan pendekatan konseptual
merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menelaah dan menemukan
makna atau istilah hukum baru.*?

3. Objek penelitian
Objek penelitian ini ialah pertimbangan mengenai perintah penetapan

status tersangka oleh hakim melalui lembaga praperadilan dan mengkaji
tindakan hukum tersebut melalui landasan filosofis, yuridis dan sosiologis
berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia.

4. Sumber Data Penelitian
Penelitian hukum normatif bersumber dari data sekunder yang terdiri

atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum
tersier.*> Adapun penjelasan sumber hukum pada data sekunder sebagai
berikut:

a. Sumber Hukum Primer, yakni bahan hukum utama yang meliputi

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan putusan-putusan

hakim. Adapun dalam penelitian ini meliputi:

40Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit, him. 15.

41peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, hlm. 93.

“2Hajar M, Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Figh, UIN Suska Riau,
Pekanbaru, 2015, hlm. 41.

#3Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit, hlm. 14.
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1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana;

2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman,;

3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XI1/2014;

4) Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan =~ Nomor
24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.

b. Sumber Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang telah di elaborasi
oleh peneliti lain. Adapun sumber hukum sekunder yang digunakan
penulis berupa literatur dan karya ilmiah terkait, seperti buku, jurnal,
media massa, serta pendapat para ahli terkait.

c. Sumber Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjadi data
pendukung dalam memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer
dan sekunder seperti KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dan
sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data
Sebagai penelitian yang menggunakan data sekunder maka teknik
pengumpulan data yang dipergunakan untuk menunjang analisis pada
penelitian ini berupa studi kepustakaan dan studi dokumen. Nazir
berpendapat bahwa studi kepustakaan merupakan kegiatan yang dilakukan
untuk mencari informasi dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku,

artikel, jurnal, dan internet, yang relevan dengan penelitian.** Sedangkan

4Moh. Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 112.
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studi dokumen menurut sugiyono merupakan teknik pengumpulan data
dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai bentuk dokumen yang
relevan dengan penelitian. *°
6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini
menggunakan konten analisis kualitatif yakni penilitian yang dalam
menarik sebuah kesimpulan dilakukan secara sistematis dengan
menganalisis bahan hukum relevan oleh peneliti terkait untuk menjawab

permasalahan yang diteliti.*®

G. Kerangka Skripsi

Bab I Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas
penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional dan metode

penelitian.

Bab II Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum mengenai
praperadilan, tinjauan umum tentang putusan hakim, serta

tinjauan umum tentang penemuan hukum oleh hakim.

Bab Il  Bab ini menguraikan tentang pembahasan mengenai rumusan

masalah yang terbatas pada pertimbangan hakim dan urgensi

4Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitaif, Alfa Beta, Bandung, 2005, him. 83.
*6Suprayogo 1, Metodologi Penelitian Sosial Agama, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung, 2001,
hlm. 71.
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Bab IV

mengenai perluasan kewenangan hakim dalam memberikan

perintah penetapan tersangka melalui praperadilan.

Bab ini meliputi kesimpulan dan saran secara singkat mengenai
hasil pembahasan dan usulan mengenai penelitian yang telah

diteliti secara komprehensif.
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BAB I

TINJAUAN TEORITIS HUKUM PRAPERADILAN DI INDONESIA

A. Pengertian Praperadilan

Hukum ada untuk menciptakan ketertiban dan menjaga keseimbangan

hubungan sosial ditengah masyarakat.*’

Pada lingkup pidana untuk
menegakkannya maka dibutuhkan suatu sistem peradilan pidana yang pada
hakikatnya memiliki fungsi pengawasan terhadap suatu kejahatan serta
berfungsi sebagai wadah untuk menindak pelaku kejahatan berdasarkan hukum
pidana dan hukum acara pidana.*®

Kehadiran praperadilan merupakan bentuk pengawasan terhadap tindakan
hukum berupa upaya paksa terhadap sesecorang pada tahap penyidikan.
Meskipun upaya paksa merupakan tindakan yang dilakukan demi kepentingan
penyidikan, namun dalam pelaksanaannya terdapat aturan yang memberikan
batasan tertentu untuk mencegah terjadinya tindakan kesewenang-wenangan
oleh aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, habeas corpus disebut sebagai
prinsip yang melatarbelakangi lahirnya praperadilan di Indonesia, yang mana

habeas corpus ditujukan agar tidak adanya kesewenang-wenangan kekuasaan.*°

47S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986,
hlm. 40.

“8R. Sugiharto, Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas SIstem Peradilan Pidana di
Beberapa Negara, Unissula Press, Semarang, 2012, hlm. 6.

“https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Hasil%20Penelitian%20KY/Litput
%202011%20final%20fix.pdf, Diakses terakhir tanggal 14 Agustus 2022.
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Sedangkan secara yuridis pengertian praperadilan menurut pasal 1 butir 10
berbunyi:
“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan
memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: sah atau
tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau
keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian
penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum
dan keadilan; permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau

keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke
pengadilan.”

B. Fungsi dan Tujuan Praperadilan

Praperadilan apabila dilihat dari pengertiannya maka fungsi dan tujuannya
menjadi jelas dan bersifat khusus. Pengawasan yang dilakukan oleh
praperadilan bertujuan agar tidak terjadi diskriminasi hukum serta memberikan
tersangka dan terdakwa hak menuntut dan meminta pengadilan negeri untuk
menguji keabsahan dan kesesuaian pelaksanaan upaya paksa berdasarkan
ketentuan hukum yang berlaku. Indonesia menggunakan sistem peradilan
pidana terpadu yang berlandaskan asas diferensiasi fungsional karenanya untuk
mencapai tujuan praperadilan diperlukan fungsi gabungan terhadap peran
pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan legislator.®® Fungsi dan tujuan
praperadilan itu sendiri diantaranya:

1. Sebagai lembaga pengawasan terhadap segala tindakan prosedural yang

dilakukan oleh penegak hukum pada saat proses penyidikan berlangsung®!

0K gjaksaan Republik Indonesia, Pengkajian: Analisa Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka
Dalam Pra-Peradilan, terdapat dalam https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.
php?idu=28&idsu= 35&id=4185. Des. 23, 2016. Diakses tanggal 24 Agustus 2022.

SThttps://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Hasil%20Penelitian%20KY/Litput
%202011%20final%20fix.pdf, Diakses terakhir tanggal 14 Agustus 2022.
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2.

Memberikan kepastian hukum atas perlindungan hak asasi manusia seperti
perampasan hak kemerdekaan warga sipil pada saat proses penyidikan
berlangsung;>2

Perlindungan secara khusus terhadap hak tersangka, sebab seseorang yang
masih berstatus tersangka belum tentu bersalah dan mendahulukan asas
presumption of innocence sampai hakim mengeluarkan putusan yang

berkekuatan hukum tetap.>

C. Pihak Pada Perkara Praperadilan

Pada hukum acara praperadilan terdapat 2 pihak yang saling berlawanan

pada sidang praperadilan, yaitu pihak pemohon dan pihak termohon. Kedua

pihak dijelaskan sebagai berikut:

1.

Pemohon Praperadilan

Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan praperadilan ke

pengadilan negeri dengan dugaan adanya tindakan upaya paksa yang

pelaksanaanya tidak sesuai dengan hukum acara pidana.®® Pemohon

praperadilan berdasarkan KUHAP meliputi tersangka, keluarga tersangka,

kuasa hukumnya dan pihak ketiga. Pihak ketiga sebagai pemohon

praperadilan adalah pelapor dan saksi korban tindak pidana namun pada

perkembangannya frasa pihak ketiga yang berkepentingan diperluas oleh

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 sehingga meliputi

juga organisasi kemasyarakatan.

>2Ibid.
> Ibid.
85 Anang Shophan Tornado, Reformasi praperadilan di Indonesia, Nusamedia, Bandung, 2019,

hlm. 62.
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2. Termohon Praperadilan
Pihak termohon apabila diartikan berdasarkan Pasal 77 KUHAP
maka diketahui sebagai pejabat atau aparat berwenang yang telah
melakukan  tindakan  hukum  yang  diatur  sebagai  objek

praperadilan.®®

Untuk memudahkan pemetaan antara objek praperadilan
serta pihak yang menjadi pemohon dan termohon, maka diuraikan pada

tabel dibawah ini.

Objek Praperadilan Pemohon

Sah atau tidaknya penangkapan dan | Tersangka, keluarga, atau kuasa

penahanan hukum tersangka.

Sah atau tidaknya penetapan

tersangka

Sah atau tidaknya penghentian | Penyidik, penuntut umum dan

penyidikan dan penuntutan pihak ketiga yang berkepentingan.

Sah atau tidaknya penggeledahan

dan penyitaan
Tersangka, terdakwa, ahli waris,

Permohonan ganti kerugian dan
pihak ketiga yang berkepentingan.
rehabilitasi akibat penangkapan dan

penahanan yang salah.

87hid, hlm. 64.
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D. Hukum Acara Praperadilan

Praperadilan memiliki hukum acara yang berbeda dengan pengadilan
lainnya, sebab praperadilan memiliki kewenangan khusus dan terbatas untuk
melakukan pemeriksaan awal terhadap suatu perkara, sebelum dilakukan
pemeriksaan terhadap perkara pokoknya.®’ Dibandingkan dengan pengadilan
umum lainnya, pada prinsipnya pemeriksaan yang dilakukan sama saja, di mana
praperadilan hanya memeriksa tindakan hukum tertentu. Meskipun memiliki
cara beracara yang sedikit berbeda, tetapi pengaturannya tidak dituangkan
secara khusus melainkan terdapat dalam KUHAP.%®

Hakim yang ditunjuk oleh pengadilan negeri untuk memeriksa dan

memutus perkara praperadilan memiliki kedudukan yang sama dengan hakim

pada pengadilan umum lainnya, sehingga hakim pemeriksa perkara
praperadilan tetap tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
tentang Kekuasaan Kehakiman.®® Perbedaan menonjol mengenai kedudukan
hakim pada lembaga praperadilan adalah tidak adanya majelis hakim,
melainkan hanya ada seorang hakim tunggal dan seorang panitera. Pemeriksaan
oleh hakim tunggal ini selain berdasarkan Pasal 78 ayat (1) KUHAP juga
disinyalir oleh asas pemeriksaan yang cepat sehingga putusan dapat dijatuhkan

dalam waktu tujuh hari serta menghasilkan putusan yang sederhana.’™

®Jaholden, Pra-peradilan dan pembaharuan Hukum Pidana, CV. AA. Rizky, Banten,
ctk.pertama, 2021, hlm. 36.

%8Ibid.

897bid, him. 37.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan, dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.
17-18.
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Putusan praperadilan bersifat final dan tidak dapat diajukannnya banding

maupun kasasi sebagaimana yang dituangkan pada putusan Mahkamah Agung

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan

Praperadilan. Lebih lanjut, pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan secara khusus apa

saja yang menjadi objek praperadilan yang meliputi:

1.

Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau
penghentian  penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan
penggeledahan;

Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Selanjutnya, pada ayat (5) dijelaskan bahwa permohonan praperadilan

dinyatakan gugur ketika telah dilakukan sidang pertama atas perkara pokoknya.

Rangkaian acara praperadilan harus dilakukan secara bertahap dan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dituangkan pada Pasal 82

KUHAP sebagai berikut:

1.

Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang 3 hari setelah menerima
permohonan pemeriksaan

Hakim harus mendengar keterangan seluruh pihak, yaitu pihak pemohon
maupun termohon

Pemeriksaan dilakukan maksimal 7 hari dihitung sejak pembacaan
permohonan praperadilan oleh pihak pemohon

Permohonan dinyatakan gugur apabila telah dilakukan sidang pertama atas

perkara pokoknya;
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5. Putusan yang dikeluarkan pada tingkat penyidikan, dapat diajukan
permohonan pemeriksaan kembali pada tingkat penuntutan oleh penuntut
umum.

Hakim menuliskan secara jelas dan tegas mengenai dasar dasar, pertimbangan

serta konsekuensi atas putusan praperadilan yang dikabulkan ataupun ditolak.

(ayat (2))."

E. Kewenangan Praperadilan

Kewenangan secara bahasa menurut Talcott Parsons dalam Miriam

Budiardjo merupakan kekuasaan untuk menjamin jalannya suatu aturan yang

mengikat untuk menjalankan segala kewajiban dan mencapai tujuan tertentu.’
Kewenangan secara yuridis diartikan sebagai kekuasaan yang bersumber dari
konstitusi atau undang-undang.”® Sehingga kewenangan pada lembaga
praperadilan merupakan kekuasaan yang diberikan oleh negara untuk
melaksanakan segala tindakan hukum yang telah diatur secara tertulis untuk

mencapai fungsi dan tujuan praperadilan.
mengikat untuk menjalankan segala kewajiban dan mencapai tujuan tertentu.’2
Kewenangan secara yuridis diartikan sebagai kekuasaan yang bersumber dari

konstitusi atau undang-undang.”®

Sehingga kewenangan pada lembaga
praperadilan merupakan kekuasaan yang diberikan oleh negara untuk

melaksanakan segala tindakan hukum yang telah diatur secara tertulis untuk

mencapai fungsi dan tujuan praperadilan.

7ulkarnain, Praktik Peradilan Pidana: Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana,
Setara Press, Malang, 2013, hlm. 62 - 64.

"2Miriam Budiardjo, Dasar — Dasar llmu Politik, PT. Gramedia Utama Pustaka, Jakarta, 2007,
hlm. 63.

73 Ibid.
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Tindakan hukum dimaksud adalah upaya paksa yang dilakukan oleh
penyidik  seperti tindakan pemanggilan, penangkapan, penahanan,

penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.’

Meskipun upaya paksa
dilakukan untuk kepentingan penyidikan namun dalam pelaksanaanya harus
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga terhindar dari
penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dan penuntut umum. Kewenangan
yang dimiliki praperadilan dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi
tersangka sebab upaya paksa juga dinilai sebagai perampasan hak kemerdekaan
seseorang.”” Kewenangan lembaga praperadilan mulanya tertuang dalam
KUHAP namun seiring waktu telah terjadi perluasan sehingga mencakup
tindakan hukum tertentu lainnya. Adapun kewenangan tersebut dijelaskan
sebagai berikut:
1. Kewenangan praperadilan berdasarkan KUHAP

Kewenangan praperadilan telah tertuang pada pasal 77 KUHAP yang
mana lembaga praperadilan dapat memeriksa segala tindakan hukum
berupa:

a. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,

penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

"Pasal 16 PERKAP Nomor 6 Tahun 2019.
Tolib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di
Indonesia, Setara Press, Malang, 2014, him. 86.
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Penangkapan menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP adalah “tindakan
penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka
atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan
penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut
cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Pengertian tersebut berarti
dalam melakukan penangkapan dilakukan oleh penyidik dan pejabat
berwenang berdasarkan bukti permulaan yang cukup.’® Sedangkan bukti
permulaan yang cukup menurut Pasal 184 KUHAP ialah adanya 2 alat
bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk,
keterangan terdakwa. Pasal 18 KUHAP menyebutkan prosedur yang
perlu diperhatikan oleh penyidik pada saat melakukan proses
penangkapan diantaranya:

1) Menunjukkan identitas

2) Menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada
tersangka kecuali dalam keadaan tertangkap tangan

3) Menyebutkan alasan penangkapan;

4) Memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada kelurga

tersangka segera setalah dilakukan penangkapan.

"5Pasal 17 KUHAP.
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Penahanan menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP berarti “penempatan
tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut
umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini.” Penahanan dilakukan apabila
memenuhi unsur subyektif dan objektif pada Pasal 21 KUHAP
sebagaimana yang disebutkan oleh Tolib Effendi.”” Adapun pada hal-hal
yang perlu diperhatikan oleh penyidik pada prosedur penahanan
berdasarkan Pasal 21 KUHAP yaitu:

1) Menunjukkan identitas

2) Menunjukkan surat perintah penahanan atau penetapan hakim
kepada tersangka atau terdakwa

3) Menyebutkan alasan penahanan tersangka atau terdakwa

4) Menjelaskan perkara dan akibat hukum atas dugaan tindakan pidana
yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa

5) Memberikan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga
tersangka atau terdakwa

Penghentian penyidikan dan penuntutan tidak memiliki pengertian
khusus yang tertuang dalam KUHAP melainkan hanya mengenai

pengaturannya saja. Penghentian penyidikan berdasarkan doktrin, serta

""Tolib Effendi, Op. Cit, him. 90 - 92.
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pendapat ahli diartikan sebagai tindakan hukum oleh penyidik yang
tidak menindaklanjuti perkara pidana yang dilaporkan.”® Sedangkan
penghentian penunutan berarti penuntut umum tidak melimpahkan
berkas penyidikan suatu perkara ke pengadilan dengan alasan hukum
tertentu yang dibenarkan oleh peraturan.’® Penghentian penyidikan dan
penunutan dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang menurut Pasal
140 KUHAP apabila memenuhi salah satu alasan hukum dibawah ini:
1) Tidak terdapat cukup bukti

2) Perkara terkait bukan merupakan tindak pidana;

3) Perkara dibatalkan demi hukum

Memeriksa dan memutus permohonan ganti kerugian dan atau
rehabilitasi yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan
atau penuntutan.

Ganti kerugian dan rehabilitasi adalah upaya hukum yang dasar
hukumnya tertuang dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan beracara untuk
permohonan ganti kerugian diatur pada Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP.
Upaya hukum ganti kerugian pada lingkup praperadilan dapat

dimohonkan ketika pelaksanaan upaya paksa tidak dilaksanakan sesuai

"8Bernadetta Rumondang F.S, “Pengujian Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan Melalui
Lembaga Praperadilan,” Jurnal Hukum, Edisi No. 2 Vol.18, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

""Romel Legoh, “Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum,’

bl

terdapat dalam

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/3989/3501,  diakses terakhir

tanggal 30 Agustus 2022.

31



dengan KUHAP.®° Permohonan dapat diajukan terhadap perkara yang
tidak memiliki cukup bukti dan atau tidak ditemukannya tindak pidana
pada peristiwa tersebut namun tersangka telah dikenakan upaya paksa
berupa penangkapan, penahanan atau tindakan lain yang tidak sesuai

dengan aturan hukum.

2. Kewenangan praperadilan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 21/PUU-XI1/2014
Perluasan kewenangan praperadilan menurut putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 21/PUU-XI1/2014 diantaranya meliputi:
a. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Sah tidaknya penetapan tersangka sebagai salah satu kewenangan
praperadilan diawali dengan adanya putusan Praperadilan Nomor
38/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel. Mahkamah Konstitusi yang akhirnya
memperluas objek praperadilan sehingga penetapan tersangka masuk ke
dalamnya, memberikan pertimbangan dalam putusannya sebagaimana

berikut: «

1) Sebagai wujud pemenuhan atas perlindungan dan penegakan hak
asasi manusia terhadap tersangka

2) Mewujudkan penegakan hukum pada peraperadilan dengan
berlandaskan nilai-nilai pancasila dan undang-undang negara
republik indonesia tahun 1945 untuk menjamin rasa aman
kepada tersangka

8Heri Purwanto, “Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sahnya
Penangkapan dan Penahanan Pasca Dikeluarkanya PP No0.92 Tahun 2015,” terdapat dalam
https://media.neliti.com/media/publications/115278-1D-upaya-ganti-rugi-akibat-tidak-sahnya-
pen.pdf, diakses terakhir tanggal 31 Agustus 2022.
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3) Sebagai bentuk kontrol dan pencegahan terhadap tindakan
kesewenang-wenangan penyidik dan atau penuntut umum

4) Sebab belum adanya check and balances pada tindakan penyidik
dalam menetapkan tersangka;

5) Sebab dalam perkembangannya penafsiran atas upaya paksa
diperluas sehingga meliputi juga penetapan tersangka oleh penyidik
serta memberikan kesempatan bagi tersangka untuk memohonkan
pengujian legalitas dari tindakan hukum tersebut.”

b. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penggeledahan
Penggeledahan menurut M. Yahya Harahap merupakan tindakan
hukum untuk melakukan pemeriksaan di tempat tinggal seseorang atau
melakukan pemeriksaan pada badan dan pakaian seseorang, serta dapat
dilakukan penangkapan dan penyidikan secara bersamaan.®
Berdasarkan pandangan diatas dan pengaturan mengenai penggeledahan
dalam KUHAP maka dapat diketahui terdapat 2 jenis penggeledahan
yang dibenarkan secara hukum, yaitu penggeledahan rumah dan
penggeledahan badan.

Pasal 32 KUHAP menyebutkan bahwa pihak yang berwenang
melakukan penggeledahan adalah penyidik, sedangkan mengenai tata
cara penggeledahan berdasarkan KUHAP dijabarkan sebagai berikut:
1) Penggeledahan rumah

Andi Hamzah menyebutkan terdapat 2 situasi yang membedakan

sifat penggeledahan pada tempat kediaman, yaitu penggeledahan

yang bersifat biasa atau dilaksanakan pada situasi yang normal dan

81M. Yahya Harahap, Pembahasan dan Permasalahan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan,
Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 249.
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penggeledahan yang bersifat mendesak sebab dilaksanakan dalam
keadaan yang genting.®? Adapun hal-hal yang harus diperhatikan

ketika melaksanakan penggeledahan rumah yaitu:

Pelaksanaan Tindakan Hukum Dasar Hukum

Memiliki surat izin penggeledahan rumah
yang dikeluarkan oleh kepala pengadilan

negeri setempat.

Adanya minimal 2 saksi, apabila tersangka

menyetujui penggeledahan

Adanya ketua lingkungan atau kepala desa | Pasal 33 KUHAP.
apabila tersangka tidak menyetujui atau

sedang tidak berada di tempat kediaman

Adanya berita acara yang dikeluarkan 2 hari
setelah penggeledahan dan disampaikan

kepada pemilik rumah terkait.

Pada keadaan mendesak penyidik dapat
menggeledah tempat tinggal tersangka,
setiap tempat tinggal lain tersangka, di | Pasal 34 KUHAP.
tempat tindak pidana dilakukan, di

penginapan atau tempat umum lainnya.

82 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 44.
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Tidak diperkenan melakukan penggeledahan
pada ruang yang sedang berlangsung sidang
MPR, DPR atau DPD serta di ruang
Pasal 35 KUHAP.
pengadilan, kegiatan ibadah atau acara

keagamaan, kecuali dalam  keadaan

tertangkap tangan.

Apabila penggeledahan dilakukan diluar
wilayah hukumnya maka harus melibatkan
Pasal 36 KUHAP.
ketua pengadilan dan penyidik dari wilayah

hukum terkait

2) Penggeledahan badan

Penggeledahan badan berdasarkan pasal 1 butir 18 dijelaskan
sebagai “tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan
dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras
ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.” Lebih lanjut,
pada pasal 37 KUHAP dijelaskan bahwa tujuan penggeledahan pada
badan atau pakaian tersangka bertujuan untuk menemukan dan
melakukan penyitaan terhadap benda yang digunakan atau

berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan tersangka.
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c. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penyitaan.

Penyitaan berdasarkan pasal 1 butir 16 KUHAP diartikan sebagai
“serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alith dan atau
menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak
bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian
dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.” Penyitaan ini bertujuan

untuk memenuhi kepentingan pembuktian pada proses persidangan.

F. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan wujud dari diadakannya pengadilan dan
diketahui sebagai pernyataan yang bertujuan untuk mengakhiri perkara antara
pihak.®® Putusan yang diucapkan menjadi penantian yang diharapkan
memberikan rasa keadilan yang dapat dicapai dengan memperhatikan fakta
pada suatu peristiwa hukum. Maka dari itu pertimbangan hukum oleh hakim
menjadi hal yang tak terpisahkan dari sebuah putusan. Selain itu, pertimbangan
hukum menjadikan alasan hakim bersifat objektif dan memiliki serta

berkekuatan hukum.®*

Putusan hakim menjadi hal yang dinantikan oleh para pihak yang
berperkara, tidak hanya karena mendambakan putusan yang memberi rasa

keadilan namun juga memberikan kepastian hukum terhadap status hukum

8 Andi hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, 2008, hlm. 286.
81bid.
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terdakwa.®® Pada perumusannya agar benar-benar bermuara pada keadilan dan
kepastian hukum maka hakim sebagai aparat penegak hukum harus memahami
dengan baik peristiwa hukum dan peraturan hukumnya baik hukum tertulis
maupun hukum tidak tertulis yang berkaitan dengan perkara yang diajukan
kepadanya.®® Secara yuridis pengertian putusan hakim ditemukan pada Pasal 1
Angka 11 KUHAP yang berarti sebuah pernyataan yang diucapkan oleh hakim
pada sidang pengadilan terbuka dimana pernyataan tersebut dapat berupa

putusan pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum.

Menetapkan putusan pada suatu perkara menjadi kewajiban seorang hakim
dalam menjalankan fungsi jabatannya. seorang hakim agar dapat menjalankan
tugasnya harus dapat berdiri tanpa ada pengaruh dari pihak manapun, hal ini
dikarenakan hakim harus menentukan suatu hubungan hukum, menggali nilai-
nilai hukum, serta menetapkan kedudukan para pihak yang berperkara sebelum
mengambil sebuah keputusan. Pada prosesnya, merumuskan pertimbangan
hukumnya dapat menggunakan beberapa metode pendekatan untuk
menjatuhkan putusannya yang diantaranya meliputi teori keseimbangan, teori
pendekatan seni dan intuisi, teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan

berdasarkan pengalaman, teori Ratio Decidendi dan teori kebijaksanaan.®’

Putusan hakim yang dikeluarkan pada tingkat praperadilan bersifat final

dan tidak dapat diajukan peninjauan kembali sebagaimana yang dijelaskan pada

8Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia;
Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahnya, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2014, hlm.129

bid.

87 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hIm. 102.
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peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Adapun terhadap larangan
peninjauan kembali pada putusan praperadilan ini Mahkamah Agung menjadi
pengawas tertinggi pada proses berjalannya peradilan dan dapat memberikan
petunjuk, teguran maupun peringatan terhadap putusan praperadilan yang

dinilai terlalu menyimpang secara fundamental.®

G. Pengertian Penemuan Hukum

Penemuan hukum merupakan proses untuk mencari dan menciptakan
ketentuan hukum baru oleh hakim dan aparat penegak hukum yang berwenang
dan menerapkannya pada peristiwa tertentu.®® Sementara itu, penerapan hukum
merupakan tindakan yang mengaplikasikan suatu peraturan umum ke dalam
peristiwa yang spesifik.®® Penemuan hukum dilakukan oleh hakim untuk
menyelesaikan masalah yang dihadapkan kepadanya sebagaimana pengertian
asas ius curia novit yang berarti “hakim mengetahui hukumnya”.

Paul Scholten berpadangan bahwa penemuan hukum menjadi penting,
sebab ia meyakini tidak ada satupun ketentuan undang-undang yang mengatur
segala tindakan manusia. Penemuan hukum dapat dilakukan melalui berbagai
cara seperti melakukan penafsiran hukum, mempersempit makna suatu
ketentuan hukum dan analogi.® Logemann mengatakan undang-undang
bersifat kaku dan sulit untuk mengikuti arus kecepatan pada perubahan di

tengah masyarakat, bahkan tidak jarang tindakan hukum yang ketentuannya

8 ihat Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2016.

8bid.

9Eddy O.S. Hiariej, Asas legalitas dan penemuan hukum dalam hukum pidana, Erlangga,
Jakarta, 2009, hlm. 55.

bid.
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belum diatur. Dengan adanya peran hakim maka kekosongan hukum tersebut
dapat terisi agar tidak terjadi kekacauan.®?

Lebih lanjut, alasan dilakukannya penemuan hukum karena tidak diketahui
atau belum adanya ketentuan hukum yang mengatur suatu peristiwa hukum.®3
Pada praktiknya, sebelum hakim memutuskan menggunakan metode penemuan
hukum tertentu, maka terlebih dahulu menggunakan penafsiran yang bersumber
pada hukum positif.** Akan tetapi, jika hakim merasa metode tersebut tidak
sesuai atau kurang tepat untuk menghadapi masalah yang diajukan kepadanya,
maka dapat dilanjutkan dengan mencari pada sumber hukum yang lain.%

Adanya konflik atas kepentingan manusia yang terjadi setiap saat memaksa
manusia untuk menemukan jawabannya untuk mencapai tujuan tertentu. Wujud
penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim akan dituangkan dalam bentuk
putusan yang dimaknai juga sebagai mahkota-nya seorang hakim. Oleh sebab
itu, penemuan hukum bukan hanya sekedar menerapkan sesuatu yang abstrak
ke dalam masalah yang konkrit karena pada hakikatnya telah terjadi

pembentukan hukum yang kelak dapat menjadi yurisprudensi di masa depan.®

92Pontang Moerad, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara
Pidana, Bandung, PT. Alumni, 2005, him. 86.

9Rodrigo Fernandes Elias, “Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia,”
Jurnal Hukum, Edisi No.1 Vol.1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, hlm. 5.

*Ibid.
%Abid Zamzani dan Isdiana Kusuma Ayu, “Filosofi Penemuan Hukum Dalam Konstruksi
Putusan Mahkamah Agung No.46 p/hum/2018,” terdapat dalam

https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/view/133/19, Diakses
terakhir tanggal 14 Agustus 2022.

%Muliadi Nur, “Rechtsvinding Penemuan Hukum: Suatu Perbandingan Metode Penemuan
Hukum Konvensional dan Hukum Islam,” terdapat dalam https:// media.neliti.com/media
/publications/240264-rechtsvinding-penemuan-hukum-suatu-perba-26eead6b.pdf, Diakses terakhir
tanggal 15 Agustus 2022.
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Pada perkembangannya, Sudikno Mertokusumo membedakan penemuan
hukum sebagai berikut:
a. Penemuan hukum heteronom (typisch logistics)

Pada penemuan hukum heteronom hakim hanya berpedoman dan
bertumpu pada undang-undang. Hakim tidak memberikan penilaian atau
menuangkan kreativitasnya dalam menyelesaikan permasalahan yang
dihadapkan kepadanya, melainkan hanya melihat melalui kacamata hukum
positif. Oleh sebab itu, disebut dengan #ypisch logistics oleh Eikema
Hommes karena hakim sepenuhnya tunduk pada undang-undang.®’

b. Penemuan hukum otonom atau materiil yuridis

Pada penemuan hukum otonom atau materiil yuridis hakim melibatkan
pandangan dan kreativitasnya meskipun tetap terikat dengan putusan hakim
terdahulu/ yurisprudensi. Menurut Etienne Portalis dalam Sudikno
Mertokusumo, pandangan hakim dipengaruhi oleh penilaian yuridis hakim
terdahulu, sebab peniliaian tersebut berperan sebagai pelengkap undang-
undang yang belum mengatur suatu ketentuan perisitiwa hukum, dengan
cara mempelajari asas-asas yang terkandung dalam undang-undang dan

membandingkannya dengan asas-asas hukum yang baru.%®

7Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, hlm. 51 -54.
8]bid, him. 55.
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H. Sebab Penemuan Hukum

Secara historis penemuan hukum tercipta karena sebagian besar hukum
yang berlaku pada tahun 1800 adalah hukum kebiasaan. Tidak adanya
keselarasan hukum dari berbagai macam hukum kebiasaan ini dianggap
menjadi sebuah kelemahan lantaran dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
Oleh karena itu, demi menjamin kepastian hukum muncul gagasan untuk
mengkodifikasi atau menyatukan hukum kebiasaan tersebut dalam perundang-
undangan.®® Namun sifat statis undang-undang dapat menciptakan ruang
kosong dalam proses penegakan hukum sebab tidak mengikuti perkembangan

100

sosial masyarakat menghadapi permasalahan tersebut, hakim akan mencari

jawaban melalui berbagai sumber lain seperti hukum tidak tertulis,

0 Menurut Sudikno

yurisprudensi, doktrin hukum dan sebagainya.’
Mertokusumo, terdapat dua aliran yang menjadi latar belakang lahirnya
penemuan hukum ini yaitu aliran legisme dan freirechtslehre.1%

Aliran legisme lahir secara bersamaan dengan timbulnya gagasan hukum
tertulis pada abad ke-19, sebagaimana ahli hukum romawi yang menghendaki
himpunan peraturan untuk dituangkan secara sistematis dalam suatu kitab
undang-undang serta menjadikannya satu-satunya sumber hukum yang berlaku.

Pandangan ini pada hakikatnya menempatkan undang-undang pada hierarki

tertinggi dan hakim hanya sebagai corong undang-undang (la bouche de la loi)

%Bambang Sutiyoso, Op.Cit, hlm. 76-80.

10Andi Zainal Abidin, Asas-asas Hukum Pidana, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1984, hlm.33.

1A chmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya, Ghalia Indonesia,
Bogor, 2015, hlm. 8.

102Gudikno  Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cahaya Atma Pustaka,
Yogyakarta, 2010, hlm. 212.
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sehingga segala perbuatan yang diputuskan oleh hakim sejatinya hanya
menerapkan isi undang-undang secara tegas.%®

Dalam perkembangannya, aliran legisme menuai banyak kritikan dan mulai
ditinggalkan sebab undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum dinilai
tidak dapat mengatur seluruh peristiwa hukum yang terjadi ditengah masyarakat
yang bersifat dinamis.'® Bykenshoek menuturkan bahwa karena hal tersebut,
seorang hakim dirasa tidak tepat apabila hanya mempelajari, menganalisa dan
menerapkannya untuk menjawab berbagai peristiwa hukum.'% Akibatnya,
lahirlah aliran freirechtslehre sebagai respon atas perbedaan pandangan
terhadap aliran legisme.

Aliran freirechtslehre sangat berbeda dengan aliran legisme karena
karakteristik utamanya, yakni hakim memiliki kebebasan dalam menemukan
hukum selain dari undang-undang dan mendahulukan kemanfaatan sosial. %
Aliran ini dinilai dapat mengikuti arus perkembangan sosial masyarakat yang
bersifat dinamis, namun dalam perjalanannya aliran ini justru menimbulkan
ketidakpastian hukum, karena menempatkan hakim sebagai raja undang-
undang yang berkuasa dalam menciptakan hukum.%’

Perbedaan yang menonjol antara aliran legisme dan aliran freirechtslehre

terlihat pada tujuannya, dimana aliran legisme menempatkan kepastian hukum

sebagai prinsip utama, sementara pandangan freirechtslehre meletakkan

198Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, UII Press, Yogyakarta, 2015, him.77-79.
1041pid, him. 80.

1957pid.

108 1pid.

071pid, him. 85.
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kemanfaatan sosial sebagai prinsip utamanya. Dalam praktiknya di Indonesia,
sejatinya penemuan hukum telah dilandasi oleh ketentuan perundang-undangan
yang memadukan kedua pandangan tersebut sehingga hakim bersifat bebas
namun terikat, agar hakim dapat memadukan perundang-undangan dengan
kondisi sosial masyarakat.'® Dasar yuridis tersebut terlihat pada undang-
undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 5
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang
mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan

rasa keadilan yang hidup dalam masyakarat.

I. Metode Penemuan Hukum

Andi Hamzah menyebutkan hakim pada perkara pidana tidak dapat
melakukan penemuan hukum melalui metode analogi melainkan melalui
metode interpretasi atau penafsiran hukum.'®® Sebagaimana yang telah
diketahui pada proses penemuan hukum, hakim akan menggunakan berbagai
metode yang telah ada. Metode interpretasi pada perkara pidana terbagi
kedalam 11 jenis interpretasi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Interpretasi gramatika
Metode penafsiran gramatika merupakan metode yang berpedoman

pada bahasa atau kalimat yang terdapat dalam undang-undang. Bahasa

108

s “Jurnal Rechtsvinding,”  terdapat dalam  https://rechtsvinding.bphn.
go.id/?page=profil, Diakses terakhir tanggal 18 April 2022.
19 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, him. 79.
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menjadi sarana utama dalam menyampaikan maksud suatu pasal oleh
pembuat undang-undang.*1°
2. Interpretasi sistematis
Metode interpretasi sistematis yakni metode yang menafsirkan suatu
undang-undang dengan cara menautkannya dengan sumber hukum tertulis
lainnya. Pada metode penafsiran sistematis, hukum dianggap sebagai suatu
sistem yang memiliki keterkaitan dengan peraturan lainnya sehingga
penafsirannya tidak dapat berdiri sendiri.*!*
3. Interpretasi historis
Metode interpretasi historis dilakukan oleh hakim dengan cara
menelusuri sejarah asal usul dilahirkannya suatu pasal agar mengetahui
makna dari pembuatan pasal itu sendiri. Jazim Hamidi membedakannya
dalam dua bentuk yakni, intrepretasi menurut sejarah pengaturannya
(wetshistorisch) yang mencari maksud dari pembuat undang-undang.
Kedua, interpretasi menurut sejarah hukumnya (rechthistorisch) yakni
mempelajari perundang-undangan melalui sejarahnya secara menyeluruh
terutama yang berkaitan dengan kelembagaan hukumnyaa. '?
4. Interpretasi Teleologis
Interpretasi teleologis yaitu menafsirkan perundang-undangan
berdasarkan tujuan dari pembentuk undang-undang. Interprertasi ini

digunakan ketika suatu peraturan lama yang masih berlaku namun

110 Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum (Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir), UB Press,
Malang, 2011, him. 34.

H1Qudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Suatu Pengantar;, Op.Cit, hlm.73.

H2Jazim Hamidi, Op.Cit, hlm.74.
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diterapkan pada peristiwa masa kini, sehingga peraturan perundangan-
undangan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi sosial yang baru. '3
5. Interpretasi komparatif
Interpretasi komparatif merupakan metode penafsiran dengan cara
membandingkan suatu peraturan dengan peraturan lainnya yang masih
dalam satu sistem hukum untuk menemukan kejelasan mengenai suatu
ketentuan perundang-undangan.'*
6. Interpretasi Futuristis
Interpretasi futuristis adalah penafsiran suatu ketentuan perundang-
undangan ketika hakim berpedoman pada undang-undang yang belum
mempunyai kekuatan hukum, misalnya rancangan undang-undang yang
akan disahkan nantinya.'®
7. Interpretasi Restriktif
Interpretsasi restriktif yakni metode yang digunakan hakim dengan
membatasi ruang lingkup pengertian suatu undang-undang. Metode ini
mempersempit makna dari suatu ketentuan pada undang-undang terkait.'*6
8. Interpretasi Ekstensif
Interpretasi ekstensif menurut Bambang Sutiyoso merupakan
“metode penafsiran yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil
interpretasi gramatikal” sehingga metode ini bertujuan untuk memperjelas

suatu ketentuan perundang-undangan dengan melampaui batas yang

113Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Op. Cit, hlm. 15.
H41bid, him. 19.

U51pid.

116Bambang Sutiyoso, Op. Cit, him. 116.
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diberikan oleh interpretasi gramatikal.''’ Namun dalam lingkup hukum
pidana terdapat dua pandangan terhadap interpretasi ekstensif yakni pada
pihak pertama berpendapat bahwa penafsirannya dianggap tidak berbeda
dengan analogi karenanya interpretasi ini tidak boleh digunakan pada
perkara pidana sebab bertentangan dengan asas legalitas dan pihak lain
berpendapat bahwa kedua metode dimaksud berbeda sehingga
diperbolehkan unutk menggunakan interpretasi ekstensif pada perkara
pidana.t®
9. Interpretasi Autentik
Kata autentik menurut bahasa belanda diartikan sebagai keterangan
yang sempurna dan sah atau resmi. Metode interpretasi autentik
menafsirkan suatu kata dengan merujuk pada arti yang telah dicantumkan
dalam perundang-undangan tersebut, oleh karena ketentuan suatu pasal
dianggap telah jelas dan tidak membutuhkan penafsiran lagi, maka hakim
tidak dibenarkan melakukan penafsiran selain pengertian yang telah
tercantum dalam perundang-undangan itu sendiri.*®
10. Interpretasi interdisipliner
Interpretasi interdisipliner ialah metode penafsiran yang digunakan
apabila hakim mencari suatu penafsiran dilakukan dengan cara
mengimplikasikan berbagai cabang ilmu hukum. Hakim berpedoman pada

berbagai asas cabang ilmu hukum tersebut, contohnya dalam perkara

YW bid, him. 117.
Y87pid.
Y97bid, him. 118.
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korupsi maka hakim ketika menafsirkan akan melihat pula pada perspektif
hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi negara.'?
11. Interpretasi multidisipliner
Interpretasi multidispliner yakni metode yang menempatkan
seorang hakim untuk menggali berbagai cabang ilmu lain diluar ilmu hukum
yang bertujuan sebagai alat bantu hakim dalam memverifikasi suatu perkara
agar menciptakan putusan yang berkeadilan, sebab beberapa peristiwa
hukum pada era ini tidak jarang melibatkan cabang ilmu lain dalam
melancarkan aksi kejahatannya seperti kejahatan siber, terorisme dan
sebagainya.!?! Selain itu seorang hakim dapat memilih dan menggabungkan

beberapa metode interpretasi yang dianggap paling tepat dan meyakinkan

ketika memformulasi suatu putusan.

J. Praperadilan dan Peradilan Hukum Islam

Peradilan dalam bahasa arab berasal dari kata gada’ yang memiliki makna
memutuskan, memberikan keputusan atau menyelesaikan. Sedangkan secara
istilah merupakan lembaga pemerintahan untuk menyelesaikan suatu sengketa
dengan memberikan keputusan yang adil dan berdasar pada hukum yang
berlaku. Adapun Samir Aliyah menyebutkan bahwa peradilan dalam islam
sistemnya bersumber pada al-qur’an dan sunnah sedangkan syariat islam yang

menjadi dasar adanya lembaga ini.'??> Sistem peradilan dalam syariat islam

207pid, hlm. 120.

2pid.

122Gamir Aliyah, Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam (terjemahan, Beirut),
Khalifa, Jakarta, 2004, him. 330.
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diturunkan pada Al-Qur’an surah Shaad: 26 yang memiliki pengertian “Hai
Dawud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka
bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil.”
Kemudian dijelaskan juga dalam Al-Qur’an surah An-Nisaa: 65 yang memiliki
arti “Maka demi tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga
mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan,
kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan
yang kamu berikan, dan mereka menerima sepenuhnya.” Selanjutnya dijelaskan
juga dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah: 9 yang memiliki arti “Dan hendaklah
kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan

Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.”

Rasulullah SAW dalam hadistnya menyebutkan bahwa “Seandainya
anakku Fatimah mencuri, akan kupotong tangannya.” Hal ini dikarenakan
seorang sahabat Rasulullah SAW meminta untuk tidak menghukum seorang
wanita. Oleh karena itu Rasulullah menegaskan siapapun yang bersalah harus
dihukum meskipun itu adalah anaknya sendiri. Hal ini kemudian menjadi
pedoman bagi para khalif dan gadhi (hakim) setelah Rasulullah wafat. Sehingga
pengadilan dalam hal ini harus dilaksanakan dengan baik serta adanya bukti

yang kuat.'?®

Pada peradilan islam seharusnya seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah

hingga dapat dibuktikan kesalahan yang dituduhkan kepadanya, sebab tanpa

1237pid.
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bukti yang ada hakim tidak dapat menahan tersangka kecuali hakim
berdasarkan bukti yang ada memiliki kecurigaan bahwa tersangka akan
melarikan diri.!?* Selanjutnya dalam sistem peradilan islam tidak dikenal
adanya pemeriksaan pendahuluan sebab secara syariat islam penuntutan
dilaksanakan secara langsung oleh qadhi (hakim) sebab ia yang melakukan

pemeriksaan saat persidangan berlangsung.?®

Praperadilan sendiri merupakan pemeriksaan pendahuluan mengenai
kesesuaian tindakan aparat penegak hukum. dalam sistem peradilan islam maka
hal ini harus menyangkut suatu perbuatan tindak pidana atau yang dikenal
dengan jarimah. Jarimah pada syariat islam memiliki dua unsur yakni unsur
umum dan unsur khusus. Unsur umum jarimah merupakan unsur-unsur yang
terdapat dalam setiap jarimah serta terdiri dari unsur-unsur formal al-rukn al-
syar’i yaitu yang telah ada aturannya, selanjutnya pada unsur materiil atau yang
dikenal sebagai al-rukn al-maddiy yang berarti ada perbuatannya. Dan yang
terakhir adalah unsur moral atau yang dikenal sebagai al-rukn al-adaby yaitu
ada pelakunya. Sehingga apabila jarimah telah memenuhi ketiga unsur tersebut
maka dapat dijatuhkan sanksi atau hukuman.'?® Lebih lanjut mengenai jarimah
khusus maka pada jarimah ini terdapat suatu unsur yang tidak dimiliki pada
jarimah lainnya contohnya seperti jarimah pencurian dan jarimah

pembunuhan.*?’

1241pid.

125Dy, Samir Aliyah, Op.Cit, him. 428.

%8Juhaya S Praja, Figh Jinayah Hukum Pidana Islam, UNISBA, Bandung, 2002, hlm. 6.
27 1pid.
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Dalam hukum islam hukum merupakan ketentuan dan ketetapan Allah
SWT sehingga manusia tidak dapat merubah, mengurangi maupun
menambahnya. Oleh karena itu manusia tidak berhak untuk membuat hukum
kecuali berpedoman dan berkesesuaian dengan apa yang telah ditetapkan oleh

Allah SWT. 128

128Samir Aliyah, Op.Cit, hlm.1.
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BAB III
PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP PERLUASAN KEWENANGAN
HAKIM DALAM MENETAPKAN TERSANGKA MELALUI

PRAPERADILAN

A. Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memberikan Putusan Perintah

Penetapan Tersangka Melalui Praperadilan.

Hakim pada lembaga pengadilan menempati posisi vital karena menjadi
representasi hukum di Indonesia.*?® Disisi lain terdapat asumsi “an agency of
power, an instrument of government” yang berarti negara melalui instrumen
hukumnya dapat melakukan perubahan.'®® Dalam prosesnya suatu perubahan
dapat ditempuh melalui lembaga pengadilan dengan adanya putusan hakim.
Putusan menurut Lilik Mulyadi adalah jawaban secara tertulis untuk
menyelesaikan suatu perkara sekaligus bentuk pencapaian tertinggi seorang
hakim sebab melalui keputusannya seorang hakim dapat mencerminkan
kewibawaannya.’®! Untuk menetapkan suatu putusan maka Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 14 ayat (2)
menyebutkan bahwa setiap putusan harus mengandung pertimbangan hukum di

dalamnya.

1297 ainal Arifin Husein, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Setara Press, Malang, 2016, him.
144.

1307pid, hlm. 148.

BILilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Abadi,
Bandung, 2007, hlm. 119.
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Sebelum mencapai suatu kesimpulan yang menjadi putusan maka hakim
terlebih dahulu merumuskan pertimbangannya menggunakan penalaran hukum.
Pada prosesnya, seorang hakim menggunakan argumen yang berlandaskan
dasar hukum yang tepat.’*? Bila dikaitkan dengan asas kemandirian hakim pada
pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 maka disebutkan jika “kekuasaan
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ahmad Rifai menambahkan
bahwa titik penting dari kebebasan kekuasaan kehakiman ialah setiap putusan
hakim dihasilkan tanpa adanya pengaruh campur tangan dari pihak manapun

termasuk pemerintah.*®

Pemikiran yang dituangkan dalam sebuah putusan menjadi esensial
karena dipengaruhi oleh gagasan dan pertimbangan yang berdasar pada fakta
hukum serta keyakinan hakim. Oleh karena pertimbangan hukum harus ditulis
berdasarkan alasan yang logis maka pertimbangan tersebut tidak diuraikan
sebebas-bebasnya melainkan terikat pada kepentingan umum sebab
masyarakatlah yang menjadi inti nilai keadilan.'3* Pertimbangan hukum tidak
hanya berpedoman pada sesuatu yang rasional atau logis tetapi juga
mempertimbangan hal lain yakni hati nurani. Syarif Mappiasse berpendapat
dengan mengkombinasikan logika dan hati nurani maka dapat mewujudkan

35

kesejahteraan manusia melalui keadilan hukum.! Dengan begitu,

132 Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

133 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta,
Sinar Grafika, hlm. 104.

134GSyarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Prenadamedia Group,
Jakarta, hlm. 33.

1357bid, him. 12.
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memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum menjadi aspek yang

penting sekaligus hal yang harus diperhatikan secara seksama.*

Pada penelitian ini, putusan nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel yang
diputus oleh hakim Effendi Mukhtar menjadi contoh sekaligus hal baru pada
tingkat pra peradilan di Indonesia. Putusan ini menimbulkan pertanyaan
mengenai apakah sudah memenuhi nilai keadilan dan kepastian hukum.
Pendapat “pro” dan “kontra” di kalangan publik menjadi hal yang tak
terhindarkan karena hakim memberikan putusan yang dinilai bertentangan
dengan kewenangan praperadilan, sedangkan praperadilan seharusnya hanya
memeriksa hukum formilnya saja mengenai sah atau tidaknya tindakan hukum

yang dilakukan oleh penyidik.

Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang serta ketentuan
hukum lainnya pada permohonan praperadilan ini maka hakim memutuskan

pada amar putusannya sebagai berikut:

Menyatakan sebagian permohonan pemohon dikabulkan dan Menyatakan
kepada Termohon untuk segera melanjutkan proses hukum yang sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan dan menetapkan
tersangka terhadap pihak yang namanya tertuang pada surat dakwaan atas
terdakwa Budi Mulya yaitu Boediono, Muliaman Muliaman D Hadad, Raden
Pardede dkk atau melimpahkan perkara ini kepada kepolisian dan atau
kejaksaan.

Pada penelitian ini penulis akan menganalisa mengenai penetapan

tersangka berdasarkan kewenangan hakim praperadilan. Merujuk Undang-

136Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2004, hlm. 140.
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Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 50
dan Pasal 53 disebutkan bahwa setidaknya kebenaran itu mendekati apa yang
menjadi pertimbangan hukum karena ia dituliskan berdasarkan alasan hukum
yang bersifat rasional sehingga mampu menghadirkan nilai keadilan dan
kebenaran.®®’ Sedangkan rasional hukum adalah penalaran hukum yang
dilakukan bersifat masuk akal yang berarti penjelasan yang diinginkan dapat

tersampaikan dengan baik serta dapat diterima oleh logika.!3®

Adapun pertimbangan hukum oleh hakim yang berkaitan dengan
putusan yang memberikan perintah penetapan tersangka melalui praperadilan

selanjutnya dianalisis sebagai berikut:

1. Pemeriksaan yang berkaitan dengan penetapan tersangka termasuk dalam
ruang lingkup praperadilan
Hakim memberikan pertimbangan yang berdasarkan putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XI1/2014 tertanggal 28 April 2015
yang menyampaikan bahwa “untuk memenuhi maksud dan tujuan yang
hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah
tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/
terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan dan perlindungan
hak asasi manusia, yang termaktub dalam BAB XA UUD 1945, maka setiap

tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan

137Syarif Mappiasse, Op. Cit, him. 33-34.

138Tommy Hendra Purwaka, “Penafsiran Penalaran dan Argumentasi Hukum Yang Rasional,”
terdapat dalam https://media.neliti.com/media/publications/4691-ID-penafsiran-penalaran-dan-
argumentasi-hukum-yang-rasional.pdf, Diakses terakhir tanggal 1 November 2022.
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diduga telah melanggar hak asasi manusia, dapat dimintakan perlindungan
kepada pranata praperadilan , meskipun hal tersebut dibatasi secara limitatif
oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 jungto Pasal 77 huruf a KUHAP”
Mengenai pertimbangan tersebut maka tindakan yang dilakukan hakim
menjadi tepat apabila dilthat melalui Undang-Undang Kekuasaan
Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 yang mana memberikan
pengertian bahwa telah menjadi kewajiban seorang hakim untuk menggali
nilai hukum yang berkembang di tengah masyarakat dan memperhatikan
rasa keadilan. Selanjutnya Pasal 10 juga ditujukan kepada hakim untuk
berperan dengan cara memberikan penafsiran dan pengertian tentang apa
yang belum jelas atau diatur secara jelas oleh hukum. Pada pertimbangan
ini hakim melakukan penafsiran dengan memberikan pengertian bahwa
apabila ada dugaan mengenai tindakan penyidik yang tidak memperhatikan
prinsip kehati-hatian sehingga tidak dapat memberikan kepastian serta
dugaan pada pelanggaran hak asasi manusia maka sesungguhnya atas
tindakan tersebut dapat dimintakan pengujiannya pada praperadilan.
Meskipun begitu tindakan hukum yang dapat diuji melalui praperadilan
bersifat limitatif sebagaimana yang tercantum pada Pasal 77 KUHAP dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XI1/2014 yakni meliputi
sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan
penuntutan, penyitaan, penggeledahan dan penetapan tersangka serta ganti

kerugian dan rehabilitasi. Sehingga pemeriksaan seharusnya sebatas apakah
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tindakan penyidik sudah sesuai dengan prosedur hukum maupun aturan
hukum yang berlaku.

Penetapan tersangka juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi
manusia. Penetapan tersangka sendiri berdasarkan KUHAP dapat diuraikan
berdasarkan penjelasan pada Pasal 1 angka 14, Pasal 17 serta Pasal 21.
Apabila diuraikan satu persatu maka penetapan tersangka diartikan bahwa
seseorang dapat menjadi tersangka berdasarkan dua alat bukti yang sah
diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Selanjutnya jika disusuri
secara historis maka kelahiran lembaga praperadilan dilandasi oleh
keseriusan Indonesia sebagai negara hukum untuk mengakui dan
melindungi hak asasi manusia dari tindakan aparat negara terutama penyidik
dari sikap yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, penetapan tersangka
harus dilakukan secara berhati-hati karena kewenangan tersebut berkaitan
dengan perampasan hak asasi manusia untuk merdeka, yakni dengan
melakukan pembatasan terhadap pergerakan seseorang dalam kurun waktu
yang telah ditentukan.

Adapun hasil sidang umum PBB pada 10 Desember 1948 yang dikenal
dengan Universal Declaration Of Human Rights di dalamnya terdapat
pengakuan mengenai hak hidup, hak kemerdekaan dan perlakuan yang sama
di hadapan hukum. Perlakuan yang sama pada hukum pidana salah satunya
dapat diterjemahkan dengan memberikan jaminan hukum untuk tidak

dinyatakan bersalah tanpa adanya bukti yang sah.

56



2. Kedudukan perintah penetapan tersangka dikaitkan dengan kewenangan
praperadilan

Merujuk pada putusan hakim yang memberikan perintah penetapan
tersangka melalui praperadilan maka hakim dalam pertimbangannya
menturkan bahwa “mengacu kepada KUHAP dan Perma No. 4 Tahun 2016,
Hakim Praperadilan tidak memasuki materi perkara dengan menetukan
bersalah atau tidaknya para Terdakwa, akan tetapi hanya akan menguji
berdasarkan teori hukum apakah dakwaan yang disusun oleh Termohon
dalam suatu dakwaan yang mengikutkaan beberapa orang disebutkan
melakukan tindak pidana secara bersama-sama...”

Berdasarkan pertimbangan tersebut, apabila menganalisa kata
menetapkan pada amar putusan maka kata tersebut memiliki makna
memastikan.’*® Sehingga pada frasa menetapkan tersangka dapat dimaknai
untuk memastikan status tersangka. Meskipun begitu putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap diartikan sebagai sebuah perintah yang
dikeluarkan oleh pengadilan. Terlebih adanya PERMA Nomor 4 tahun 2016
yang melarang peninjauan kembali pada putusan praperadilan.

Mengenai pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa perintah
penetapan tersangka belum memasuki pokok perkara, maka pernyataan
tersebut tidak benar. Kedudukan mengenai penetapan status tersangka
merupakan kewenangan mutlak yang dimiliki oleh penyidik. Pada proses

penyidikan berdasarkan Pasal 183 KUHAP maka diketahui bahwa

139K amus Besar Bahasa Indonesia.
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dibutuhkan 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang menjadi
tersangka. Dengan memberikan perintah penetapan tersangka maka hakim
praperadilan telah mengambil alih apa yang menjadi kewenangan seorang
penyidik karena pada dasarnya bukan lagi memeriksa hukum formilnya saja
namun telah memasuki ranah pokok perkaranya.

Meskipun hakim juga memasukkan pertimbangan bahwa telah
ditemukan 2 alat bukti yang sah berdasarkan Laporan Kejadian Tindak
Pidana Korupsi Nomor dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Jakarta Pusat yang memutuskan bahwa salah satu subyek hukum bersalah,
namun dalam menetapkan status tersangka terhadap subyek hukum harus
dilakukan dengan penyidikan yang baru sebab harus dilakukan analisa
berdarkan bukti yang ditemukan pada saat proses penyelidikan dan
penyidikan.

. Perintah penetapan tersangka melalui praperadilan untuk mencapai
kepentingan tujuan hukum

Merujuk pada pertimbangan hakim pada putusan praperadilan Nomor
24/Pid.Pra/2018/Pn.Jkt.Sel disebutkan bahwa hakim tidak setuju dengan
poin yang dituliskan pemohon mengenai pihak termohon yang melakukan
penghentian penyidikan secara materiil namun hakim memberikan
pertimbangan lain bahwa “demi hukum dan keadilan serta perlindungan
terhadap hak asasi manusia, KPK harus melanjutkan pemeriksaan dan
penuntutan perkara ini secara tuntas terhadap nama-nama yang

disebutkannya dalam dakwaan perkara Budi Mulya, apapun resikonya
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karena itulah konsekuensi logis yang harus dipertanggungjawabkan oleh
KPK kepada masyarakat...” berdasarkan pertimbangan tersebut maka
terlihat bahwa tindakan yang diambil oleh hakim didasarkan pada keinginan
untuk mencapai tujuan hukum yang sesungguhnya. Gustav Radbruch
menjelaskan bahwa tujuan hukum meliputi elemen keadilan, kepastian
hukum dan kemanfaatan hukum.4°

Pada lingkup pengadilan ketiga elemen pada teori tujuan hukum oleh
Gustav Radbruch menjadi penting untuk diterjemahkan dalam bentuk
putusan hakim. Akan tetapi membuat suatu putusan bukanlah perkara
mudah sebab sebagai contoh ketika hakim mendahulukan keadilan maka
dapat terjadi penyimpangan terhadap elemen lainnya seperti kepastian
hukum. Adapun keterkaitan elemen tersebut dengan lembaga praperadilan
akan diuraikan satu persatu.

Mengenai keadilan, Gustav Radbruch menyebutkan jika keadilan itu
pada dasarnya berasal dari sifat manusia yang bertumpu pada pandangan
serta keyakinannya untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya.#!
Mempertimbangkan untuk memberikan perintah penetapan tersangka pada
tahap praperadilan menjadi tidak adil karena pertimbangan ini bertentangan
dengan asas equality before the law. Asas ini bermakna bahwa setiap warga

negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali.

Maka sudah semestinya tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum

140Muhammad Erwin, Op.Cit, hlm. 123.
111pid, him. 130.
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terlebih lagi pada kasus korupsi yang dianggap sebagai kejahatan serius
berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Lebih lanjut, putusan ini dapat dijadikan sebagai yurisprudensi dan
oleh karena yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang sah
maka putusan dengan model serupa berpotensi diikuti oleh hakim di masa
depan. Tindakan untuk menetapkan tersangka terhadap subyek hukum tanpa
dilandasi pemeriksaan dan alat bukti yang sah merupakan tindakan yang
tidak mencerminkan keadilan bagi subyek hukum terkait sebab melangkahi
tahap pembuktian pada persidangan.

Kemanfaatan ini pada hakikatnya merupakan poin yang mendampingi
nilai keadilan dan kepastian hukum. Dipahami sebagai elemen pelengkap
maka nilai kemanfaatan yang dimaksud adalah mempertimbangkan apakah
putusan yang diambil oleh hakim akan memberikan nilai-nilai keadilan dan
kepastian hukum.*? Kemudian putusan hakim pada perkara ini memang
menjadi hal yang baru dalam ruang pidana Indonesia tetapi kemanfaatan
yang didapatkan lebih sedikit dibanding kerugian yang akan ditimbulkan.
Adapun kemanfaatan yang dicapai adalah adanya progresif hukum untuk
mengikuti perkembangan masalah yang berada ditengah masyarakat
sedangkan kerugian yang ditimbulkan meliputi tidak adanya kepastian

hukum yang berimplikasi pada ketidakadilan, selain itu menimbulkan

142Nyoman Arnita, “Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Penahanan Ditinjau Dari Aspek
Hak Asasi Manusia”, Jurnal Hukum, Edisi No.3 Vol. XXI, Fakultas [lmu Hukum Universitas Sam
Ratulangi, 2013, him.48.
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kebingungan pada masyarakat mengenai seberapa luasnya kekuasaan yang
dimiliki oleh seorang hakim sebagai aparat penegak hukum.

Elemen terakhir adalah kepastian hukum, Kepastian hukum selalu
berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan. Secara umum,
hukum tertulis menjadi pedoman manusia dalam menjalankan aktivitas
sehari-sehari untuk menjaga kesimbangan hukum agar keamanan dan
ketertiban tetap terjaga.'*® Kepastian hukum berarti memberikan kejelasan
hukum, kemudian untuk memenubhi nilai kepastian hukum maka dibutuhkan
aturan tertulis yang jelas dan konsisten yang dirumuskan dan disahkan oleh
negara, aparat penegak hukum menaati dan tunduk terhadapnya, serta

putusan yang dihasilkan dapat dilaksanakan.**

Dalam mewujudkan karakteristik penemuan hukum yang progresif
maka hakim akan bersikap visioner yakni dengan cara melihat dampak jangka
panjang melalui amar putusannya.*® Hukum progresif secara esensial dapat
mewujudkan keadilan sebab keberadaannya bukan untuk dirinya sendiri
melainkan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, membuat putusan tidak
mudah karena mempertimbangkan banyak faktor eksternal lainnya seperti

146

kebutuhan manusia akan keadilan, kesejahteraan dan lainnya.*™ Meskipun

143N yoman Gede Remaja, “Makna Hukum dan Kepastian Hukum”, Jurnal Hukum, Edisi No.1
Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

144Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2001, hlm. 34.

145 Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN.Bli.

L8 1pid.
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begitu sebagai negara hukum, kepastian hukum terukur dari adanya kepatuhan

terhadap aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian teresebut terlihat alasan yang mempengaruhi
putusan hakim untuk memberikan perintah penetapan tersangka melalui
putusan praperadilan. Pertimbangan yang dituangkan hakim sepenuhnya
bersifat logis dan bergantung pada pemahaman serta keyakinan hakim terhadap
perkara yang diberikan. Lebih lanjut, putusan yang dikeluarkan oleh hakim
dianggap selalu benar karena adanya asas res judicata pro veritate habeteur.

Meskipun begitu dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim:

1. Telah memasuki pokok perkara sebab tindakan hukum berupa penetapan
tersangka menurut KUHAP harus dilakukan setidaknya karena adanya dua
alat bukti yang sah, atau bukti permulaan yang cukup.

2. Penetapan tersangka merupakan perampasan hak kemerdekaan seseorang
dengan membatasi ruang geraknya. Sehingga pertimbangan yang diberikan
tidak memberikan kepastian hukum termasuk juga dalam memberikan
perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pertimbangan bertentangan
dengan kewenangan praperadilan negeri yang terbatas pada Pasal 77

KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-X11/2014.
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B. Urgensi Perluasan Kewenangan Hakim untuk memerintahkan penetapan

tersangka Melalui Lembaga Praperadilan

Penetapan tersangka merupakan bagian dari penyidikan sebagai
representasi kepastian hukum terhadap status hukum seseorang, hal ini
berhubungan erat dengan perampasan hak kemerdekaan seseorang yang
memungkinkan adanya peluang tindakan penyidik yang semena-mena.'*’
Dalam perkembangannya bentuk perlindungan atas tindakan tersebut

diwujudkan dengan hadirnya lembaga praperadilan.l‘®

Kewenangan
praperadilan mengenai penetapan tersangka dapat diuji melalui praperadilan
sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
Perluasan kewenangan tersebut dilandasi sistem peradilan pidana accusatoir
yang diterapkan Indonesia, karenanya siapapun yang ditetapkan sebagai

tersangka mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan

aparat penegak hukum yang sewenang-wenang.*®

Pada perkembangannya terdapat sebuah putusan praperadilan dengan
nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel yang berisi perintah penetapan tersangka
terhadap pihak tertentu oleh hakim praperadilan. Sebelum dikeluarkan putusan
praperadilan tersebut obyek praperadilan hanya meliputi sah atau tidaknya
penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan,

permohonan ganti rugi atau rehabilitasi serta mengenai sah atau tidaknya

147Bahran, “Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi
Manusia”, Jurnal Hukum, Edisi No.2 Vol. 17, Fakultas Syariah UIN Antasari, hlm. 227.

1489, Tanusubroto, Peranan Pra-Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung,
1983, hlm.73.

91pid.
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penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan berdasarkan Pasal 77
KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-X11/2014. Adapun
implikasi hukum terhadap putusan praperadilan tersebut berdasarkan sebuah
penelitian mengemukakan bahwa perintah penetapan tersangka tersebut tidak
dapat dijadikan sebagai dasar yuridis bagi penyidik untuk melanjutkan proses

peradilan pidana.t®

Selanjutnya secara normatif perintah penetapan tersangka melalui
lembaga praperadilan tidak disebutkan sebagai salah satu kewenangan lembaga
praperadilan. Namun sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan
hakim, maka perintah tersebut ada sebagai bentuk pemenuhan atas esensi dan
tujuan lembaga praperadilan. Untuk menjawab urgensi perluasan kewenangan
hakim untuk memberikan perintah penetapan tersangka melalui praperadilan
maka akan dianalisis dengan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis

berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Landasan filosofis digunakan untuk menguraikan alasan mengapa perlu
dilakukannya perluasan atas suatu hal dengan mempertimbangkan berbagai
macam aspek yaitu pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang
bersumber pada pancasila.'® Berdasrakan sistem peradilan pidana di Indonesia
secara filosofis hukum pidana memiliki tujuan untuk mencari kebenaran yang

sesungguhnya atas suatu perkara pidana. Praperadilan merupakan bagian dari

10Nur Mubarani “Kajian Yuridis Putusan Praperadilan No.24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.
Tentang Perintah Penetapan Tersangka Oleh Hakim kepada Penyidik”, Fakultas Hukum, Universitas
Bengkulu, 2020, him. 70.

1511 jhat Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 Lampiran I Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011.
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hukum pidana karena berkaitan dengan hak asasi manusia karenanya untuk
menemukan kebenaran materiil itu, sudah sewajarnya untuk mengawasi proses
pemeriksaannya sejak awal yakni meliputi upaya paksa, penyelidikan sampai
penyidikan.'® Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa praperadilan juga
menjadi sarana bagi tersangka atau terdakwa untuk memenuhi kepentingannya
dalam membela diri terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.
Praperadilan secara filosofis merupakan wujud hukum dalam memberikan
jaminan atas perlindungan hak asasi manusia yang dimiliki oleh terdakwa atau

tersangka serta memiliki hakikat sebagai peradilan yang cepat.'®3

Pemberian jaminan atas hak asasi tersangka atau terdakwa bertujuan
untuk membela kepentingannya terhadap proses hukum yang berlangsung.
Sedangkan maksud dari peradilan yang cepat yaitu berpedoman pada asas
peradilan yang cepat, murah dan sederhana. Sehingga secara filosofis
memberikan kewenangan pada hakim untuk menetapkan tersangka melalui
praperadilan merupakan tindakan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan
makna serta tujuan lembaga praperadilan. Meskipun hakim juga bertujuan
untuk mempercepat jalannya perkara namun hal ini bertentangan dengan tujuan
hukum pidana untuk mencari kebenaran materiil, sehingga sedari awal proses
hukum harus dilakukan dengan hati-hati agar tindakan hukum yang

diperintahkan mencerminkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

12Anang Shophan Tornado, Reformasi Praperadilan di Indonesia, Penerbit Nusa Media,
Bandung, 2019, hlm. 17.
1531 ihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011.
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Selanjutnya landasan filosofis tidak terlepas dari adanya pengaruh nilai-
nilai pancasila maka diketahui bahwa hukum yang selaras dengan jiwa
pancasila akan sesuai dengan nilai atau jati diri bangsa Indonesia.'®* Akan tetapi
Mahfud MD menuturkan bahwa dengan hadirnya pancasila dalam konstitusi
dan perkebangan masyrakat yang dinamis maka diketahui bahwa proses
dinamis tersebut berpotensi memicu polemik antara pemerintah dan
masyrakat.'® Sehingga meskipun tindakan juga ditujukan untuk mengisi
kekosongan hukum namun dengan menetapkan status tersangka pada tahap
praperadilan tidak memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi
manusia dalam lingkup hukum acara pidana sebab tindakan tersebut
menimbulkan ketidakjelasan mengenai suatu norma hukum yang berlaku dan

berpotensi melanggar hak asasi tersangka maupun terdakwa.

Kemudian, landasan yuridis merupakan pertimbangan yang digunakan
untuk menjawab masalah hukum dengan meninjau peraturan yang telah ada,
akan ada atau yang akan diubah untuk memberikan kepastian hukum dan
keadilan bagi masyarakat.'®® Secara yuridis praperadilan telah diatur secara
limitatif atau terbatas yang pengaturannya hanya dapat ditemukan pada
Undang-Undang Nomor 18 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana sedangkan pada aturan pelaksana terdapat pada Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

1%4Sunoto, Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan Melalui Logika, Metafisika dan Etika,
Hanindita Offset, Yogyakarta, 1987, hlm. 115-117.

15Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 41.

1561 ihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
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KUHAP apabila ditinjau secara yuridis bersifat limitatif sehingga tidak
memungkinkan untuk dilakukan perubahan terhadapnya. Praperadilan sendiri
berkaitan dengan hak asasi manusia karenanya ia berbeda sebab berfokus pada
segala tindakan proses hukum yang dilakukan oleh aparat sebelum akhirnya
mencapai pokok perkara, sehingga penyidik diawasi agar tidak
menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Karena sifatnya yang limitatif ini
maka objek praperadilan sendiri hanya meliputi pemeriksaan atau pengujian
atas sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan
atau penuntutan serta permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi.*®” Meskipun
hakim diberikan kewenangan untuk melakukan penemuan hukum berdasarkan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 namun putusan praperadilan tidak
dapat dilakukan banding ataupun kasasi karena sifat praperadilan sebagai

peradilan yang cepat.

Aspek terakhir adalah landasan sosiologis yaitu pertimbangan pada
suatu peraturan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan
negara melalui berbagai aspek. Seiring berjalannya waktu maka rumusan hukum
harus disesuaikan dengan masalah yang ada di tengah masyarakat. Perumusan
ini akan menciptakan terobosan baru pada dunia hukum terlebih Indonesia
masih menggunakan KUHAP yang rumusan hukumnya telah ada sejak zaman
kolonial Belanda. Salah satu fungsi hukum secara sosiologis yaitu sebagai
social control atau pengendalian sosial yang bertujuan untuk menjaga

keseimbangan ditengah perubahan yang ada sehingga ketertiban dan keadilan

157 ihat Pasal 77 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1981 tentang KUHAP.
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dapat tetap terjaga. Perubahan yang dimaksud adalah konflik kepentingan
manusia yang juga ikut berkembang karena adanya kemajuan dari berbagai
aspek seperti bidang teknologi dan lainnya sehingga sudah pasti menimbulkan

permasalahan baru.

Adanya landasan filosofis, yuridis dan sosiologis bertujuan untuk
mengukur sejauh mana kepentingan akan usulan akan suatu hal yang baru pada
dunia hukum dengan melihat sejauh mana hal tersebut akan berpengaruh pada
kehidupan masyarakat. Sedangkan praperadilan sendiri merupakan hal baru
pada dunia peradilan pidana di Indonesia dan menjadi poin penting dalam
menegakkan hukum yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Secara
sosiologis hukum merupakan sarana pengendalian sosial maka hakim
sepatutnya tidak diberikan kekuasaan yang seluas-luasnya dengan mengambil
keputusan yang berada diluar kewenangannya agar keseimbangan hukum tetap
terjaga. Lebih lanjut, masyarakat memahami bahwa hukum ada untuk
melindungi hak asasi manusia, dimana menetapkan tersangka merupakan
bagian dari perampasan kebebasan seseorang karenanya proses tersebut harus

dilakukan melalui pemeriksaan yang cukup.

Melalui analisis diatas maka dapat diketahui bahwa urgensi perluasan
kewenangan hakim untuk memberikan perintah penetapan tersangka melalui
praperadilan secara filosofis, sosiologis dan yuridis sebaiknya tidak dilakukan
sebab perluasan kewenangan tersebut menimbulkan kerugian yang lebih besar
daripada keuntungannya. Adapun implikasi yang didapatkan apabila perluasan

tersebut diberikan saat ini:
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1.

Secara filosofis memperluas objek praperadilan sehingga penetapan
tersangka masuk didalamnya akan menimbulkan kerugian. Sebab hakim
berpotensi bersikap sewenang-wenang karena penetapan tersangka yang
dilakukan oleh hakim telah melampaui kewenangan penyidik. Sedangkan
penetapan tersangka merupakan hasil akhir dari proses panjang yang
dimulai dari penyelidikan sampai ke penyidikan.

Secara yuridis penetapan tersangka pada tahap praperadilan kurang tepat
karena praperadilan pada hakikatnya hanya untuk menguji apakah tindakan
penyidik sudah tepat secara formil. Apabila objek praperadilan diperluas
dan penetapan tersangka termasuk kedalamnya maka tanpa adanya kondisi
tertentu seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui proses
penyelidikan dan penyidikan yang cukup. Penetapan tersangka sendiri telah
memasuki ranah pokok perkara karena akan berkaitan dengan tahap
pembuktian yang dilaksanakan pada proses peradilan biasa.

Secara sosiologis pemberian kewenangan tersebut berimplikasi pada
menurunnya kepercayaan masyarakat sebab memberikan stigma bahwa
hakim menjadi satu-satunya aparat penegak hukum yang akan menentukan
status hukum seseorang. Melihat makna asas ubi societas ibi ius yang berarti
dimana ada masyarakat disitu ada hukum, maka hukum ada karena terdapat
komunitas manusia yakni masyarakat. Sehingga hakim sebagai aparat
penegak hukum juga harus diberikan batasan mengenai kekuasaannya

dalam memberikan putusan agar ketertiban tetap terjaga. Terlebih penetapan
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tersangka berkaitan dengan hak asasi manusia karena membatasi ruang

gerak atau kebebasan seseorang.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan mengenai pembahasan yang telah diuraikan maka

kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Berangkat dari pertimbangan hakim pada putusan praperadilan Nomor
24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel ditemukan bahwa hakim telah melampaui
kewenangan meskipun memiliki tujuan yang baik untuk menyelesaikan
perkara lebih cepat. Adapun pada pertimbangan tersebut pertama, perkara
tidak termasuk ke dalam lingkup praperadilan yang mana hal ini berkaitan
dengan pertimbangan Kedua, yakni tindakan yang dilakukan hakim telah
memasuki pokok perkara. Kedua, tindakan hakim tidak cukup
memperhatikan nilai-nilai cita hukum yakni meliputi keadilan, kemanfaatan
dan kepastian hukum

Hasil analisis berdasarkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yakni
belum ditemukannya urgensi perluasan kewenangan hakim praperadilan
untuk menetapkan status tersangka. Secara filosofis praperadilan juga
merupakan lembaga untuk mencari kebenaran materiil namun pengujiannya
hanya sebatas pada hukum formil saja. Secara sosiologis hukum adalah
sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan untuk menyelesaikan
konflik kepentingan agar ketertiban tetap terjaga sehingga kekuasaan yang

berlebihan terhadap satu aparat penegak hukum berpotensi menimbulkan
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kesewenang-wenangan kekuasaan. Sedangakan secara yuridis perintah
penetapan tersangka berada diluar kewenangan hakim praperadilan sebab

melampaui kaidah hukum formil dan telah memasuki pokok perkara.

B. Saran

Adapun saran mengenai hasil pemaparan pada kesimpulan diatas adalah

sebagai berikut:

1. Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya diharapkan untuk tidak
hanya terpaku pada ketentuan peraturan yang tertulis, perlu kiranya untuk
mempertimbangkan landasan atau aspek lainnya agar terus dapat
memberikan terobosan hukum yang berlandaskan cita hukum sehingga
hukum dapat mengikuti perkembangan konflik yang berada ditengah
masyarakat.

2. Tidak diberikan perluasan kewenangan kepada hakim untuk memberikan
perintah penetapan tersangka pada tahap praperadilan secara yuridis karena

hal tersebut bukan merupakan keharusan yang mendesak.
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